BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR |o TAHUN 2016
TENTANG

FAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

PEMAN
TATA CARA DAERAH KEPADA PEMERINT. 'AH DESA.

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

akan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan

bahwa untuk melaksan
onesia Nomor 43

ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Ind
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah

Desa;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54959) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5217);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C)
secbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014
Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014
Nomor 2 Seri C);




14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumnas Nomor 21 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014
Nomor 3 Seri C);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahum 2015 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahum 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TATA CARA
PEMANFAATAN DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Banyumas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Banyumas.

8. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
di Kabupaten Banyumas;

I R e

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Pemanfaatan dana bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 3
(1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dialokasikan dari
APBD ke APBDes sebagian dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan
operasional penarikan PBB dan sebagian lainnya dapat dimanfaatkan untuk
mendukung kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.



9) Anggaran untuk membiayai kegiatan operasional penarikan pPBB maksimal

sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari besarnya baku PBB masing - masing
Desa.

3) Apabila besarnya biaya operasional PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
jumlahnya sama dan / atau melebihi besarnya Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang dialokasikan ke masing masing desa maka
besarnya operasional PBB paling banyak sebesar angka alokasi yang
ditetapkan oleh Bupati.

4) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah dikurangi biaya
operasional PBB dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat.

5) Biaya Operasional PBB dapat dimanfaatkan untuk biaya
penagihan PBB, biaya rapat evaluasi dan intensifikasi

Pemungut PBB dan membeli alat tulis kantor,

perjalanan dinas
pPBB, Honor Tim

Pasal 7
»eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal J 1 MAR 2016

BUPATI BANYUMAS,
r ! E— | ACHMAD HUSEIN
!l Diundangkan dj R “
| Pada Tanggal .4J. 1 MAR
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